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ABSTRAK
Penetapan prioritas pembangunan desa merupakan proses politik
dan kelembagaan yang melibatkan aktor dengan posisi, sumber
daya, dan akses yang berbeda terhadap arena pengambilan
keputusan. Penelitian ini menganalisis bagaimana aktor dengan
sumber daya formal dan sosial yang berbeda mengonversi
kewenangan, informasi, jaringan, representasi, dan legitimasi
sosial menjadi kapasitas untuk berkontribusi dalam
pembentukan agenda dan penetapan prioritas pembangunan
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Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro
Jambi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan
teknik wawancara mendalam, observasi nonpartisipatif, dan
dokumentasi. Informan terdiri atas Kepala Desa, Ketua BPD,
Ketua Adat, Ketua Pemuda atau Karang Taruna, dan Ketua RT
014. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan
Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status strategis
tidak ditentukan semata-mata oleh jabatan formal atau status
sosial, tetapi oleh relevansi sumber daya yang dikuasai atau
dimediasi aktor dalam proses pengambilan keputusan. Kepala
Desa dan BPD memiliki sumber daya kelembagaan, sedangkan
Ketua RT, Ketua Adat, dan Ketua Pemuda memiliki informasi
lokal, legitimasi sosial, serta kemampuan merepresentasikan
kepentingan kelompok. Musdus dan Musdes tidak hanya menjadi
ruang penyampaian aspirasi, tetapi juga arena seleksi usulan
berdasarkan kebutuhan masyarakat, urgensi, kewenangan desa,
dan kemampuan fiskal. Kasus air bersih menunjukkan bagaimana
persoalan yang dirasakan luas dan dianggap mendesak dapat
masuk dalam agenda prioritas. Sementara itu, persoalan listrik
dan gas subsidi menunjukkan batas kewenangan desa sehingga
peran aktor bergeser menjadi mediator antara kebutuhan
masyarakat dan institusi eksternal. Penelitian ini memberikan
ilustrasi empiris mengenai penggunaan perspektif elite strategis
untuk memahami relasi aktor dalam pembangunan desa.

Kata Kunci: relasi aktor, elite strategis, konversi sumber daya,
pembangunan desa, Musdus, Musdes.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa mengalami perubahan penting sejak berlakunya Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2024. Kerangka hukum tersebut memberikan ruang bagi desa untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan desa (Republik Indonesia, 2014, 2024). Pembangunan desa
pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga dengan proses
pengambilan keputusan mengenai kebutuhan masyarakat yang harus ditempatkan sebagai
prioritas. Salah satu sumber pembiayaan penting dalam pembangunan desa adalah Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keberadaan
Dana Desa memperbesar kapasitas fiskal desa untuk membiayai berbagai kebutuhan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, ketersediaan anggaran tidak berarti
seluruh kebutuhan masyarakat dapat direalisasikan secara bersamaan. Pemerintah desa
tetap harus menentukan program yang dianggap paling dibutuhkan berdasarkan tingkat
urgensi, manfaat, kewenangan, serta kemampuan anggaran desa (Murliasari, 2021. Mulyana
& Al Habib, 2024).

Dalam perspektif Ilmu Politik, kondisi tersebut menarik dikaji karena keputusan
pembangunan tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis dan administratif. Penentuan
prioritas merupakan proses interaksi antaraktor yang memiliki posisi dan sumber daya
berbeda. Kepala Desa, BPD, Ketua RT, tokoh adat, tokoh pemuda, dan unsur masyarakat
lainnya dapat hadir dalam proses tersebut dengan bentuk keterlibatan yang tidak sama.
Penelitian mengenai relasi kuasa dalam pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa
hubungan antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat membentuk jaringan relasi yang
dinamis dalam proses pengambilan keputusan desa (Lazar et al., 2024). Kondisi tersebut
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berkaitan pula dengan forum musyawarah pembangunan sebagai ruang untuk menampung
berbagai kebutuhan masyarakat sebelum dilakukan penyaringan dan penetapan prioritas.
Penelitian mengenai Musrenbang desa menunjukkan bahwa forum tersebut berfungsi
sebagai ruang pembahasan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menyerap serta
memilah usulan pembangunan (Sarinah et al., 2021). Penelitian lainnya menunjukkan
bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang merupakan bagian penting dari proses
perencanaan pembangunan desa, meskipun tidak seluruh usulan masyarakat dapat
direalisasikan karena harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan kewenangan desa
(Fina & Naiheli, 2023).

Kondisi tersebut ditemukan pula di Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam,
Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan data penelitian, Desa Sumber Agung memiliki luas
wilayah 24,2 km? dengan jumlah penduduk 3.249 jiwa dan 961 kepala keluarga. Desa ini
terdiri atas tiga dusun, yaitu Dusun Mekarsari, Dusun Sido Dadi, dan Dusun Bersama. Kondisi
wilayah dan jumlah penduduk tersebut menjadi konteks penting dalam memahami
keberagaman kebutuhan pembangunan yang disampaikan masyarakat. Konteks
pembangunan Desa Sumber Agung juga dapat dilihat dari perkembangan Dana Desa. Data
penelitian menunjukkan alokasi Dana Desa sebesar Rp817.539.000 pada 2023,
Rp829.627.000 pada 2024, dan Rp1.173.290.000 pada 2025. Berdasarkan keterangan Kepala
Desa, peningkatan pada 2025 berkaitan dengan adanya alokasi afirmasi lebih dari Rp200
juta yang diterima Desa Sumber Agung. Meskipun demikian, penggunaan anggaran tetap
ditentukan melalui Musdes dengan mempertimbangkan visi pembangunan dan kemampuan
anggaran desa.

Peningkatan anggaran tersebut memperbesar ruang pembiayaan pembangunan, tetapi
pada saat yang sama pemerintah desa tetap harus menentukan kebutuhan mana yang lebih
dahulu diprioritaskan. Dengan demikian, persoalan pembangunan bukan hanya mengenai
jumlah anggaran yang tersedia, tetapi juga mengenai bagaimana suatu kebutuhan masuk
ke dalam agenda, dibawa ke arena musyawarah, disaring, dan akhirnya dipertimbangkan
sebagai prioritas. Proses penentuan prioritas pembangunan di Desa Sumber Agung dimulai
dari Musyawarah Dusun (Musdus). Dalam forum tersebut, kebutuhan dan persoalan
masyarakat dihimpun dari tingkat dusun dan RT. Usulan yang sama dari beberapa wilayah
dapat dirangkum, sedangkan usulan yang berbeda menjadi bahan pembahasan berikutnya.
Hasil tersebut selanjutnya dibawa ke tingkat desa melalui Musdes.

Salah satu persoalan yang ditemukan dalam penelitian adalah kebutuhan air bersih pada
musim kemarau. Berdasarkan keterangan Kepala Desa, keluhan mengenai air bersih muncul
dari mayoritas dusun sehingga persoalan tersebut dirangkum menjadi salah satu skala
prioritas. Di sisi lain, tidak semua persoalan masyarakat dapat ditangani menggunakan Dana
Desa. Persoalan listrik dan kesulitan memperoleh gas subsidi berada di luar kewenangan
desa sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui pengajuan kepada instansi terkait
maupun pihak lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penetapan prioritas
dibatasi oleh kewenangan dan kapasitas fiskal desa. Dalam proses tersebut terdapat
berbagai aktor dengan sumber daya yang berbeda kepala Desa memiliki kewenangan formal
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD memiliki posisi kelembagaan dalam
penyaluran aspirasi dan pengawasan. Ketua RT memiliki informasi yang dekat dengan
persoalan warga. Ketua Adat memiliki legitimasi sosial. Ketua Pemuda memiliki kemampuan
merepresentasikan kebutuhan kelompok pemuda. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa
keterlibatan dalam forum tidak otomatis berarti setiap aktor memiliki pengaruh yang sama.
Karena itu penelitian ini membedakan partisipasi representasi dan pengaruh. Partisipasi
menunjukkan keterlibatan dalam proses. Representasi menunjukkan kemampuan membawa
kebutuhan kelompok atau wilayah. Pengaruh menunjukkan sejauh mana sumber daya yang
dibawa aktor menjadi bagian dari pembahasan atau tindak lanjut keputusan. Penelitian
terdahulu banyak membahas partisipasi masyarakat dalam pembangunan, efektivitas forum
perencanaan, fungsi BPD, dan pengelolaan Dana Desa (Sarinah et al., 2021; Fina & Naiheli,
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2023; Hasdi & Mustafa, 2023;Murliasari, 2021). Kajian tersebut penting untuk menjelaskan
ruang partisipasi dan kelembagaan desa. Namun, kajian tersebut belum secara khusus
menelusuri bagaimana sumber daya yang berbeda digunakan untuk membawa dan
mempertahankan suatu usulan dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian ini berfokus pada mekanisme konversi sumber daya aktor. Perhatian
penelitian tidak hanya diarahkan pada siapa yang hadir dalam proses pembangunan desa,
tetapi juga pada bagaimana suatu kebutuhan dibawa ke dalam agenda dan dipertimbangkan
dalam penetapan prioritas. Berdasarkan kondisi tersebut penelitian ini menggunakan
perspektif elite strategis Suzanne Keller sebagai kerangka utama untuk melihat aktor yang
memiliki posisi atau sumber daya strategis dalam proses pembangunan. Status strategis
tidak ditentukan hanya berdasarkan jabatan formal atau status sosial. Status tersebut
dilihat dari relevansi sumber daya yang dikuasai atau dimediasi aktor dalam tahapan
pengambilan keputusan. Konsep Pierre Bourdieu digunakan sebagai pendukung untuk
membaca sumber daya sosial seperti jaringan dan legitimasi. Perspektif John Gaventa
digunakan untuk memahami Musdus dan Musdes sebagai arena tempat berbagai sumber
daya dipertemukan dengan aturan kewenangan dan kemampuan anggaran. Penelitian ini
memfokuskan perhatian pada hubungan antara posisi strategis aktor, sumber daya yang
dimiliki, relasi antaraktor, dan arena musyawarah dalam proses penetapan prioritas
pembangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika relasi antaraktor dalam
penetapan prioritas pembangunan Desa Sumber Agung Kabupaten Muaro Jambi, dengan
perhatian pada bagaimana sumber daya aktor menjadi relevan dalam pembentukan agenda
dan penetapan prioritas.

2. KERANGKA TEORI
2.1 Teori Elite Strategi Suzame Keller

Suzanne Keller menjelaskan elite strategis melalui posisi dan fungsi strategis yang
dimiliki aktor dalam masyarakat modern. Perspektif ini digunakan untuk memahami bahwa
kapasitas aktor dalam proses pengambilan keputusan tidak hanya berasal dari jabatan
formal tetapi juga dari penguasaan atau mediasi sumber daya yang relevan (Keller, 1963).
Dalam konteks Desa Sumber Agung konsep elite strategis tidak digunakan untuk
menempatkan seluruh aktor sebagai elite dengan tingkat pengaruh yang sama. Konsep ini
digunakan untuk melihat aktor berdasarkan posisi dan sumber daya yang relevan pada
tahapan tertentu dalam penetapan prioritas. Penelitian ini tidak menentukan elite strategis
hanya berdasarkan jabatan formal atau status sosial. Status strategis dipahami melalui
kemampuan aktor menguasai atau memediasi sumber daya yang relevan serta menggunakan
sumber daya tersebut dalam proses pembangunan.

Dengan demikian terdapat perbedaan antara memiliki sumber daya menggunakannya
dan menunjukkan adanya pengaruh dalam proses keputusan. Penelitian ini hanya menyebut
adanya pengaruh ketika didukung oleh keterangan lapangan. Keterlibatan dalam forum atau
penyampaian aspirasi tidak dengan sendirinya dipahami sebagai kekuasaan.

2.2 Konsep Pendukung: Sumber Daya Sosial dan Arena Kekuasaan

Konsep modal sosial Pierre Bourdieu digunakan sebagai konsep pendukung untuk
membaca sumber daya nonformal yang muncul melalui hubungan sosial jaringan dan
pengakuan sosial. Konsep ini membantu menjelaskan mengapa kedekatan dengan
masyarakat jaringan dan legitimasi dapat menjadi sumber daya dalam penyampaian
kebutuhan. Konsep Bourdieu tidak digunakan untuk menentukan siapa elite strategis.
Kepemilikan jaringan atau hubungan sosial juga tidak otomatis menunjukkan adanya
pengaruh terhadap keputusan.

Perspektif John Gaventa digunakan untuk membaca arena tempat sumber daya dan
kekuasaan dipertemukan. Musdus dan Musdes dipahami sebagai arena institusional tempat
kebutuhan masyarakat disampaikan dibahas disaring dan disesuaikan dengan kewenangan
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serta kemampuan anggaran. Dengan demikian Musdus dan Musdes tidak hanya dipahami
sebagai ruang partisipasi tetapi juga sebagai ruang seleksi. Keller menjadi kerangka utama
untuk membaca posisi strategis aktor. Bourdieu membantu menjelaskan sumber daya sosial.
Gaventa membantu menjelaskan arena tempat sumber daya tersebut digunakan.

2.3 Relasi Aktor dalam Pembangunan Desa

Relasi aktor dalam pembangunan desa dipahami sebagai hubungan antara pihak-pihak
yang mempunyai kepentingan, posisi, kewenangan, dan sumber daya tertentu. Pemerintah
desa mempunyai kewenangan formal, BPD mempunyai fungsi kelembagaan, sedangkan
aktor masyarakat memiliki informasi lokal, jaringan, legitimasi, atau kapasitas
representasi. Relasi tersebut dapat berupa komunikasi, koordinasi, penyampaian aspirasi,
pembahasan, negosiasi, dan penyesuaian usulan. Karena itu, partisipasi dalam forum tidak
disamakan dengan pengaruh terhadap keputusan. Konversi sumber daya dalam penelitian
ini merujuk pada proses ketika sumber daya yang dimiliki atau dimediasi aktor digunakan
dalam arena musyawarah sehingga menjadi relevan dalam pembentukan agenda dan
penetapan prioritas pembangunan. Secara operasional, proses konversi berlangsung ketika
kewenangan formal, informasi lokal, legitimasi sosial, jaringan, atau kapasitas representasi
dibawa ke dalam Musdus dan Musdes serta digunakan sesuai dengan fungsi masing-masing
dalam proses pengambilan keputusan. Kewenangan formal digunakan untuk menilai
kelayakan dan menentukan kemungkinan tindak lanjut suatu usulan. Informasi lokal
digunakan untuk membawa persoalan masyarakat ke dalam agenda pembahasan. Legitimasi
sosial dapat memperkuat penerimaan terhadap suatu isu, sedangkan kapasitas representasi
digunakan untuk membawa kebutuhan kelompok atau wilayah tertentu ke dalam forum.

Dengan demikian, konversi sumber daya tidak dimaknai sebagai perubahan satu jenis
sumber daya menjadi sumber daya lainnya, tetapi sebagai proses ketika sumber daya yang
dimiliki aktor digunakan dan memperoleh fungsi dalam pembentukan agenda, penyaringan
usulan, serta penetapan prioritas. Konversi tersebut tidak selalu menghasilkan perubahan
keputusan karena hasil akhirnya tetap ditentukan melalui proses musyawarah dengan
mempertimbangkan kewenangan desa dan kemampuan anggaran.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena berfokus pada pemahaman
terhadap proses, hubungan, pengalaman, dan pandangan aktor dalam penentuan prioritas
pembangunan. Penelitian dilaksanakan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam,
Kabupaten Muaro Jambi. Pemilihan lokasi didasarkan pada adanya proses penentuan
prioritas pembangunan melalui Musdus dan Musdes serta keterlibatan berbagai aktor dalam
proses tersebut. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan
pertimbangan bahwa mereka mengetahui dan terlibat dalam proses pembangunan desa.
Informan penelitian terdiri atas lima orang, yaitu Hartanto, S.T. sebagai Kepala Desa
Sumber Agung, Taufik sebagai Ketua BPD, Sukono sebagai Ketua Adat, Nur Salim, S.Pd.
sebagai Ketua Pemuda/Karang Taruna, dan Juriatno sebagai Ketua RT 014. Data primer
diperoleh melalui wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui
dokumentasi dan dokumen yang berkaitan dengan pembangunan desa. Teknik pengumpulan
data meliputi wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi nonpartisipatif, dan
dokumentasi. Wawancara diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai posisi aktor,
sumber daya yang dimiliki atau dimediasi aktor, proses penyampaian aspirasi, pelaksanaan
Musdus dan Musdes, proses penentuan prioritas, serta hubungan antara pemerintah desa
dan masyarakat. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang
meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et
al., 2014). Dalam proses reduksi, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi
dikelompokkan berdasarkan posisi aktor, jenis sumber daya, arena musyawarah, proses
pembentukan agenda, proses penyaringan usulan, dan penetapan prioritas pembangunan.



Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
CA U SA Vol 16 No 12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ISSN 3031-0369

Data yang telah dikelompokkan kemudian dibandingkan antarinforman dan disajikan
berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kesimpulan selanjutnya
ditarik dan diverifikasi secara berulang dengan membandingkan temuan antarsumber data.
Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan
keterangan antarinforman serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi dan
hasil observasi Keterbatasan penelitian terletak pada jumlah dan posisi informan. Seluruh
informan merupakan aktor yang memiliki akses terhadap arena Musdus dan Musdes sehingga
penelitian lebih banyak menangkap perspektif pihak yang dekat dengan proses pengambilan
keputusan. Perspektif warga yang berada di luar ruang pengambilan keputusan termasuk
warga yang usulannya tidak menjadi prioritas belum sepenuhnya tergambarkan. Karena itu
temuan penelitian digunakan untuk menjelaskan mekanisme interaksi dan kontribusi
terhadap pembentukan agenda dan tidak digunakan untuk menggeneralisasi pengaruh
seluruh aktor dalam pembangunan desa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Posisi Strategis Aktor dan Sumber Daya yang Dibawa ke Arena Keputusan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor yang terlibat dalam penentuan prioritas
pembangunan memiliki posisi dan sumber daya yang berbeda. Kepala Desa memiliki
kewenangan formal dan akses terhadap proses penyelenggaraan pembangunan. BPD
memiliki posisi kelembagaan dalam penyaluran aspirasi dan pengawasan. Ketua RT memiliki
informasi lokal mengenai persoalan warga. Ketua Adat memiliki legitimasi sosial. Ketua
Pemuda memiliki kemampuan merepresentasikan kebutuhan kelompok pemuda. Perbedaan
sumber daya tersebut menjadi penting karena sumber daya yang relevan pada satu tahap
belum tentu memiliki fungsi yang sama pada tahap lainnya. Keterangan Kepala Desa
Hartanto menunjukkan bahwa keputusan mengenai penggunaan anggaran tetap dibahas
dalam Musdes dan disesuaikan dengan visi pembangunan, kebutuhan masyarakat, serta
kemampuan anggaran desa.

Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan formal Kepala Desa menjadi sumber daya
penting, tetapi penggunaannya berada dalam mekanisme kelembagaan. Dengan demikian,
posisi formal tidak dapat langsung disamakan dengan kemampuan menentukan seluruh
prioritas secara individual. BPD memiliki sumber daya berupa kedudukan kelembagaan dan
fungsi representasi yang memberikan akses dalam pembahasan aspirasi dan pembangunan.
Ketua RT memiliki informasi mengenai persoalan masyarakat pada tingkat lingkungan.

Ketua Adat memiliki legitimasi sosial yang berkaitan dengan penerimaan masyarakat
terhadap penyampaian kebutuhan. Ketua Pemuda memiliki kapasitas untuk membawa
kebutuhan kelompok pemuda. Dalam perspektif Keller aktor dapat memiliki posisi strategis
ketika sumber daya yang mereka kuasai atau mediasi menjadi relevan dengan proses
keputusan yang sedang berlangsung. Perbedaan sumber daya tersebut dapat dilihat dari
fungsi masing-masing aktor dalam proses pembangunan. Kepala Desa dan BPD mempunyai
akses yang bersumber dari kelembagaan desa. Ketua RT lebih berperan dalam membawa
informasi mengenai kebutuhan warga. Ketua Adat berperan melalui legitimasi sosial yang
dimilikinya. Ketua Pemuda membawa kebutuhan kelompok pemuda. Perbedaan tersebut
tidak menunjukkan bahwa satu aktor selalu lebih berpengaruh. Relevansi sumber daya
berubah sesuai dengan tahap pembahasan dan jenis kebutuhan yang sedang dibicarakan.
Temuan penelitian tidak menunjukkan bahwa kelima aktor mempunyai tingkat pengaruh
yang sama. Kepala Desa dan BPD memiliki akses kelembagaan yang berbeda dari aktor
masyarakat. Aktor masyarakat lebih banyak berkontribusi melalui informasi, representasi,
dan legitimasi sosial. Karena itu, istilah elite strategis dalam penelitian ini digunakan secara
kontekstual. Seorang aktor dipandang memiliki posisi strategis ketika sumber daya yang
dimilikinya relevan dengan tahapan keputusan yang sedang berlangsung.
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4.2 Perbedaan antara Partisipasi, Representasi, dan Pengaruh

Temuan penelitian menunjukkan pentingnya membedakan partisipasi, representasi,
dan pengaruh. Partisipasi terlihat dari keterlibatan aktor dalam Musdus atau Musdes.
Representasi terlihat ketika aktor membawa kebutuhan wilayah atau kelompok tertentu.
Pengaruh memiliki arti yang lebih terbatas, yaitu ketika sumber daya yang dibawa aktor
menjadi bagian dari pembahasan atau proses tindak lanjut keputusan. Dengan demikian,
penyampaian aspirasi tidak otomatis menunjukkan bahwa aktor tersebut menentukan
keputusan. Aktor sosial dapat berkontribusi dalam pembentukan agenda melalui informasi
mengenai kebutuhan warga, jaringan sosial, representasi kelompok, dan legitimasi sosial.
Bukti penelitian lebih kuat menunjukkan bahwa sumber daya tersebut membantu membawa
isu ke dalam pembahasan daripada menunjukkan bahwa seorang aktor secara mandiri
mengubah keputusan akhir. Pengaruh karena itu dipahami sebagai proses yang berlangsung
melalui interaksi dengan kewenangan, aturan, dan kemampuan anggaran desa.

4.3 Musdus sebagai Arena Awal Pembentukan Agenda

Proses penetapan prioritas pembangunan Desa Sumber Agung dimulai dari Musdus.
Forum ini menjadi ruang awal bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan dan
kebutuhan pembangunan. Usulan masyarakat tidak langsung ditetapkan menjadi program
pembangunan karena terlebih dahulu dikumpulkan dan dirangkum. Apabila terdapat
kebutuhan yang sama dari beberapa RT atau dusun, usulan dapat dikelompokkan sehingga
terlihat bahwa persoalan tersebut dirasakan lebih luas. Dalam konteks ini, Musdus tidak
hanya berfungsi sebagai tempat hadir dan menyampaikan aspirasi, tetapi juga sebagai
tahap awal pembentukan agenda. Aktor yang memiliki informasi lokal dapat membawa
persoalan ke dalam pembahasan.

Namun, keberadaan suatu usulan dalam Musdus belum berarti usulan tersebut menjadi
prioritas. Masih terdapat tahap penyaringan dan pembahasan di tingkat desa. Sumber daya
berupa informasi lokal dapat dikonversi menjadi akses terhadap agenda ketika informasi
tersebut dibawa ke dalam forum yang diakui dalam proses perencanaan. Informasi yang
disampaikan dalam Musdus masih harus melalui proses penyaringan dan pembahasan di
tingkat desa. Usulan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan lain, kewenangan desa, dan
kemampuan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa masuknya suatu persoalan ke dalam
agenda belum sama dengan ditetapkannya persoalan tersebut sebagai prioritas.

4.4 Musdes sebagai Arena Seleksi dan Penetapan Prioritas

Setelah melalui proses pengumpulan dan penyaringan usulan, pembahasan dilanjutkan
dalam Musdes. Musdes menjadi ruang untuk membahas usulan yang telah dikumpulkan dan
menentukan kebutuhan yang dapat ditempatkan sebagai prioritas. Berdasarkan hasil
penelitian, penentuan prioritas mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, urgensi
masalah, manfaat pembangunan, kewenangan desa, dan kemampuan anggaran. Musdes
menjadi ruang seleksi ketika berbagai kebutuhan masyarakat harus disesuaikan dengan
kewenangan dan kapasitas fiskal desa. Pada tahap ini, informasi mengenai kebutuhan
masyarakat bertemu dengan informasi mengenai anggaran dan kewenangan. Kepala Desa
memiliki posisi penting karena kewenangan formal dan tanggung jawab pemerintahan. BPD
dan aktor masyarakat memberikan ruang representasi, informasi, dan pembahasan. Proses
tersebut menunjukkan bahwa keputusan tidak dibentuk oleh satu sumber daya saja. Proses
tersebut memperlihatkan bahwa sumber daya aktor bekerja secara saling berkaitan.
Informasi kebutuhan warga menjadi relevan ketika dapat dibawa ke dalam forum.
Kewenangan menjadi penting ketika menentukan kelayakan dan tindak lanjut. Legitimasi
dan representasi membantu menyampaikan kepentingan tertentu. Namun, keputusan tetap
dibentuk melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kewenangan dan kemampuan
anggaran desa.



Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
CA U SA Vol 16 No 12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ISSN 3031-0369

4.5 Kasus Air Bersih: Mekanisme Pembentukan Prioritas

Kasus air bersih menunjukkan bahwa suatu isu menjadi prioritas melalui pertemuan
antara kebutuhan masyarakat dan proses pengambilan keputusan. Berdasarkan keterangan
Kepala Desa, persoalan air bersih muncul dari mayoritas dusun, terutama pada musim
kemarau. Persoalan tersebut kemudian dirangkum menjadi salah satu skala prioritas.
Kondisi ini menunjukkan bahwa luasnya kebutuhan dan tingkat urgensi menjadi
pertimbangan penting. Kesesuaian dengan kewenangan desa dan kemampuan pembiayaan
juga menentukan apakah persoalan dapat ditempatkan sebagai prioritas. Dalam perspektif
Keller, kasus air bersih menunjukkan bahwa sumber daya aktor menjadi relevan ketika
digunakan dalam arena keputusan. Musdus dan Musdes menjadi ruang untuk membawa
persoalan, mengelompokkan kebutuhan, membahas usulan, dan menyesuaikannya dengan
kemampuan desa. Karena itu, kasus air bersih memberikan gambaran yang lebih jelas
mengenai mekanisme konversi sumber daya daripada sekadar menunjukkan kehadiran aktor
dalam forum.

4.6 Listrik dan Gas Subsidi: Batas Kewenangan dan Perubahan Peran Aktor

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak seluruh kebutuhan masyarakat dapat
diterjemahkan menjadi program desa. Persoalan listrik dan kesulitan memperoleh gas
subsidi merupakan contoh kebutuhan yang tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan
desa. Penyelesaiannya dilakukan melalui pengajuan kepada instansi terkait maupun pihak
lain. Dalam kondisi tersebut, aktor berperan sebagai penghubung antara kebutuhan
masyarakat dan pihak yang memiliki kewenangan untuk menanganinya. Kasus listrik dan gas
subsidi menunjukkan bahwa keterbatasan kewenangan mengubah bentuk peran aktor.

Aktor tidak dapat menetapkan seluruh penyelesaian melalui program desa, tetapi tetap
dapat membawa persoalan kepada pihak yang berwenang. Dengan demikian, peran aktor
tidak selalu berupa pengambilan keputusan. Pada kondisi tertentu, peran tersebut
berbentuk mediasi dan koordinasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh dalam
pembangunan desa perlu dipahami secara kontekstual. Suatu aktor dapat membawa
persoalan ke dalam arena desa, tetapi penyelesaiannya bergantung pada pembagian
kewenangan dan sumber daya yang tersedia pada institusi lain. Karena itu, keberhasilan
pengaruh tidak dapat diukur hanya dari apakah semua kebutuhan masyarakat menjadi
program desa.

4.7 Relasi Antaraktor dan Konversi Sumber Daya

Relasi antaraktor dalam penentuan prioritas pembangunan berlangsung melalui
komunikasi, pembahasan, koordinasi, dan penyesuaian usulan. Negosiasi dalam penelitian
ini tidak selalu berbentuk konflik terbuka. Proses tersebut lebih banyak terlihat melalui
penyampaian kebutuhan dan penyesuaian antara kepentingan masyarakat dengan
kemampuan desa. Relasi tersebut menunjukkan bahwa sumber daya aktor menjadi relevan
ketika digunakan dalam arena yang sesuai. Kewenangan formal memberikan akses
kelembagaan. Informasi lokal membantu mengidentifikasi kebutuhan. Legitimasi sosial
membantu menyampaikan isu kepada masyarakat. Representasi membawa kebutuhan
kelompok ke dalam pembahasan. Setiap sumber daya tetap berhadapan dengan prosedur
musyawarah, kewenangan desa, dan kapasitas anggaran.

Temuan ini menunjukkan bahwa proses pembangunan Desa Sumber Agung tidak cukup
dipahami sebagai hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Terdapat interaksi
melalui penyampaian kebutuhan, pembahasan, dan penyesuaian usulan. Berdasarkan data
yang tersedia, penelitian lebih tepat menjelaskan mekanisme interaksi dan kontribusi
terhadap pembentukan agenda daripada menyatakan adanya dominasi satu aktor atau
perubahan keputusan yang sepenuhnya disebabkan oleh aktor tertentu.
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4.8 Posisi Keller, Bourdieu, dan Gaventa dalam Temuan

Ketiga perspektif digunakan dengan fungsi yang berbeda. Keller menjadi kerangka
utama untuk mengidentifikasi posisi strategis berdasarkan relevansi sumber daya dan fungsi
aktor dalam proses pengambilan keputusan. Bourdieu membantu membaca sumber daya
sosial yang berada di luar kewenangan formal, seperti jaringan, kedekatan sosial, dan
legitimasi. Gaventa membantu menjelaskan arena tempat sumber daya tersebut
dipertemukan dan diseleksi, khususnya Musdus dan Musdes. Pembagian fungsi ini membuat
penggunaan teori tidak tumpang tindih: Keller menjawab siapa yang memiliki posisi
strategis, Bourdieu membantu menjelaskan sumber daya nonformal yang tersedia,
sedangkan Gaventa membantu menjelaskan di mana dan melalui proses apa sumber daya
tersebut digunakan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa posisi strategis bukan atribut tetap yang
melekat pada seseorang dalam semua situasi. Relevansi suatu sumber daya bergantung pada
tahap proses. Informasi lokal penting pada tahap identifikasi kebutuhan. Legitimasi sosial
dapat membantu membawa isu ke pembahasan. Kewenangan formal menjadi lebih
menentukan pada tahap kelayakan dan tindak lanjut. Musyawarah menjadi ruang yang
mempertemukan berbagai sumber daya tersebut dengan batas kewenangan dan
kemampuan anggaran.

5. KESIMPULAN

Penelitian mengenai dinamika relasi aktor dalam penetapan prioritas pembangunan di
Desa Sumber Agung menunjukkan bahwa proses pembangunan tidak hanya ditentukan oleh
kewenangan formal, tetapi juga oleh sumber daya sosial dan informasi yang dibawa oleh
aktor ke dalam arena musyawarah. Kepala Desa dan BPD memiliki sumber daya
kelembagaan, sedangkan Ketua RT, Ketua Adat, dan Ketua Pemuda memiliki informasi
lokal, legitimasi sosial, dan kapasitas representasi. Namun, perbedaan sumber daya
tersebut tidak berarti semua aktor memiliki tingkat pengaruh yang sama. Penetapan
prioritas berlangsung melalui Musdus, pengumpulan dan penyaringan usulan, serta
pembahasan dalam Musdes. Dalam proses tersebut, partisipasi, representasi, dan
pengaruh perlu dibedakan. Kehadiran atau penyampaian aspirasi menunjukkan partisipasi.
Kemampuan membawa kebutuhan kelompok menunjukkan representasi. Pengaruh merujuk
pada sejauh mana sumber daya aktor menjadi bagian dari pembahasan dan tindak lanjut
keputusan. Data penelitian lebih kuat menunjukkan kontribusi terhadap pembentukan
agenda dan pembahasan daripada dominasi satu aktor terhadap keputusan akhir. Kasus air
bersih menunjukkan mekanisme konversi sumber daya yang lebih jelas. Persoalan yang
dirasakan oleh mayoritas dusun, terutama pada musim kemarau, memperoleh perhatian
dan dirangkum sebagai salah satu skala prioritas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
suatu isu menjadi lebih kuat ketika didukung oleh luasnya kebutuhan, urgensi, kesesuaian
kewenangan, dan kemampuan pembiayaan. Sebaliknya, persoalan listrik dan gas subsidi
menunjukkan batas kewenangan desa. Ketika kebutuhan berada di luar kewenangan dan
kapasitas fiskal desa, aktor berperan sebagai mediator yang menghubungkan masyarakat
dengan institusi eksternal. Dalam kerangka teori, Keller digunakan sebagai perspektif
utama untuk memahami posisi strategis aktor. Bourdieu digunakan sebagai pendukung
untuk membaca sumber daya sosial. Gaventa digunakan untuk membaca arena tempat
sumber daya tersebut digunakan. Penelitian ini memberikan ilustrasi empiris mengenai
bagaimana perspektif elite strategis Keller dapat digunakan untuk memahami relasi aktor
dalam pembangunan desa. Kontribusi penelitian terletak pada penjelasan mengenai
mekanisme konversi sumber daya dari kewenangan formal, informasi, jaringan, legitimasi
sosial, dan representasi menjadi kapasitas untuk berkontribusi dalam pembentukan agenda
dan penetapan prioritas. Kesimpulan tersebut tetap dibatasi oleh jumlah dan posisi
informan yang digunakan dalam penelitian.
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6. SARAN

Pemerintah Desa Sumber Agung perlu mempertahankan keterbukaan Musdus dan Musdes
agar kebutuhan masyarakat dapat disampaikan dan dibahas secara transparan. Proses
penyaringan usulan perlu menjelaskan dasar pertimbangan dalam menentukan prioritas
dengan memperhatikan kebutuhan urgensi manfaat kewenangan dan kemampuan anggaran.
BPD Ketua RT tokoh adat dan tokoh pemuda dapat terus menjalankan fungsi penyampaian
kebutuhan masyarakat melalui komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa. Untuk
kebutuhan yang berada di luar kewenangan dan kemampuan anggaran desa pemerintah
desa perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dan pihak lain yang memiliki
kewenangan. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan lebih banyak informan termasuk
warga yang mengusulkan program warga yang usulannya tidak menjadi prioritas perangkat
desa yang menangani perencanaan serta kelompok masyarakat lainnya. Penambahan
perspektif tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai perjalanan suatu
usulan dari pengalaman masyarakat menuju agenda dan keputusan pembangunan. Untuk
kebutuhan yang berada di luar kewenangan dan kemampuan anggaran desa, pemerintah
desa perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dan pihak lain yang dapat
mendukung penyelesaiannya. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat tetap dapat
diupayakan meskipun tidak seluruhnya dapat direalisasikan melalui Dana Desa. Penelitian
selanjutnya dapat melibatkan lebih banyak informan, terutama warga yang mengusulkan
program, warga yang usulannya tidak menjadi prioritas, perangkat desa yang menangani
perencanaan, kelompok perempuan, kelompok tani, dan kelompok masyarakat lainnya.
Penambahan perspektif tersebut penting untuk menguji lebih jauh bagaimana suatu usulan
bergerak dari pengalaman masyarakat menuju agenda dan keputusan pembangunan.
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